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BAB. I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Wilayah Timur Tengah merupakan kawasan yang banyak diwarnai oleh model hubungan yang bersifat konflik. Sepanjang sejarahnya, kawasan Timur Tengah selalu diwarnai oleh konflik regional yang didasari oleh faktor kesukuan, perbatasan atau wilayah, dan faktor agama. Timur Tengah sendiri mempunyai arti strategis yang sangat penting yaitu merupakan kawasan lalu lintas yang menghubungkan tiga benua;  Eropa, Asia, dan Afrika baik jalur darat, laut, maupun udara serta mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia. Oleh sebab itu kawasan ini merupakan kawasan yang strategis, yaitu kawasan yang memiliki keuntungan dan keunggulan bagi siapa saja yang dapat menguasainya dan banyaknya kejadian penting yang terjadi di kawasan ini memberikan suatu daya tarik tersendiri untuk melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang ada di Timur Tengah.

Sementara itu, diluar konteksnya sebagai kawasan yang strategis, wilayah Timur Tengah juga termasuk ke dalam wilayah yang kritis mengingat banyaknya permasalahan yang harus dihadapi negara-negara di kawasan tersebut. Wajar kiranya jika para pengamat politik telah sejak lama memandang wilayah ini  sebagai salah satu wilayah trouble spot dunia. Hal ini dikarenakan mulai dari konflik internal antara negara di kawasan sampai konflik yang melibatkan negara-negara di luar yang mempunyai kepentingan di kawasan menjadikan setiap persoalan yang muncul di kawasan sebagai isu internasional yang sulit dicari penyelesaiannya. Dalam konteks politik, definisi Timur Tengah sangat sulit dijelaskan dan kelihatannya selalu berubah tergantung pada waktu dan isu yang dibicarakan. Konflik dan pertikaian relatif sering terjadi. Baik konflik internal dalam negara di kawasan tersebut atau konflik antara dua atau lebih atau bahkan konflik yang melibatkan hampir semua negara di kawasan ini. Karena kondisi politik dan kestabilan yang labil, maka para ahli Timur Tengah membuat kategorisasi sengketa yang mewarnai  situasi politik dan keamanan dikawasan ini yaitu
:
1. Sengketa dalam negeri

Sengketa ini bersumber dari faktor SARA dan perbedaan sosial ekonomi yang menyolok antara golongan elit dan rakyat banyak.
2. Sengketa antara negara Arab

Bersumber dari perbedaan sistem politik dan sosial yang tajam, pertentangan antara negara radikal dan negara konservativ, perbedaan antara nasionalisme Arab yang sekuler dan nasionalisme negara yang sekuler dengan universalisme Islamnya, perbedaan antara sosialisme sekuler dari Irak dan Suriah dan sosialisme Islam dari Libya, dan perbedaan antara fundamentalisme Syiah dari Iran dan Islam Sunni dari banyak negara Arab. Kesemuanya itu menimbulkan saling curiga antara negara-negara kawasan.
3. Sengketa Arab – Israel

Sengketa ini bersumber dari masalah Palestina dan kehadiran negara Israel ditengah negara yang memusuhinya. 
Banyak negara di kawasan ini memiliki permasalahan yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya. Iran dengan tuduhan sebagai negara tirani dan menerapkan sekulerisme keIslaman yang di kenal dengan konsep Vilayat-i faqih pada masa pemerintahan Imam Khomeini dianggap bertentangan dengan ajaran demokratisasi. Afghanistan yang diporak-porandakan oleh Amerika karena tuduhan Osama Bin Laden sebagai dalang dari bom World Trade Center, hingga sekarang yang masih jelas dalam ingatan adalah invasi Amerika ke Irak.
Seluruh dunia telah menyaksikan, bagaimana kekuatan raksasa Amerika meluluhlantakkan negara Irak pada tanggal 21 Maret 2003. Tentara Amerika yang dibantu oleh sekutunya Inggris, tanpa menemui kesulitan berarti dapat menguasai Irak hanya dalam waktu beberapa hari. Irak, selama ini memang dikenal sebagai negara kawasan Timur Tengah yang penuh kontroversi, diantaranya adalah tuduhan keterlibatan negara tersebut sebagai negara penyandang dana terbesar bagi teroris, keterlibatan dalam memproduksi senjata pemusnah massal, serta tuduhan bagi Saddam Hussein yang dikatakan telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil selama masa kepemimpinan nya.

Walaupun sebelum melakukan agresi militer besar-besaran, yang dibantu oleh para sekutunya, Amerika telah memberi ultimatum selama hampir dua puluh hari sebelum penyerangan, namun aksi ini tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun alasan AS untuk menginvasi Irak tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan
. Pertama, hukum internasional bahkan pendapat pemuka agama-agama, tidak membenarkan pre-emptive attack, serangan mendahului. Serangan ke Irak telah menyebabkan hancurnya bangunan dan tewasnya rakyat sipil tidak berdosa. Kedua, belum ada bukti keterlibatan langsung Saddam Hussein dalam serangan 11 September 2001. Pemerintah dan intelijen Amerika belum punya bukti apapun yang menunjuk upaya Saddam menyerang AS. Secara ideologis, Al Qaeda dan Baathisme Saddam sama sekali tidak sejalan. Ketiga, senjata pemusnah massal yang digembor-gemborkan itu belum ditemukan.
Kawasan Timur Tengah menjadi bahasan yang sangat menarik dan rumit bagi banyak pengamat politik. Dalam konteks regional maupun internasional, banyak negara-negara  lain yang memiliki kepentingan di sini. Industri minyak di Timur Tengah, merupakan yang terbesar di dunia. Tidak heran jika pada pasca invasi AS ke Irak, banyak keinginan tersembunyi dari pemerintahan presiden Bush selain menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Terdapat perhitungan ekonomi dan bisnis yang dijalankan oleh pemerintah Amerika  yang mendasari agresi AS ke Irak
. Diantaranya adalah:
 Pertama, Irak adalah sebuah negara yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 milyar barrel cadangan minyak. Bahkan cadangan minyak Irak diperkirakan lebih tinggi dari angka itu, karena sumber minyak di Gurun Pasir Barat yang belum dieksploitasi, misalnya, kemungkinan masih bisa menghasilkan sumber minyak tambahan. Dengan memiliki cadangan  minyak 112 milyar barrel, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia yang belum sepenuhnya terjamah. Sumber daya minyak Irak diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan impor minyak AS selama hampir satu abad. Kesimpulannya, posisi Timur Tengah (termasuk Irak), masih cukup signifikan dalam pasokan minyak dunia.
Kedua, minyak dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia jika harganya tidak stabil, terutama jika harga minyak naik secara tajam. Hal itu menyebabkan nilai impor minyak meningkat, biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menurunkan produktivitas. Produktivitas ekonomi yang anjlok, akan memerosotkan perekonomian, dan menghambat pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tentu penting bagi Amerika. Irak memiliki potensi memainkan harga minyak dunia karena persediaannya yang melimpah. Oleh karena itu, AS merasa khawatir terhadap kestabilan harga dan pasokan minyak dunia. Penghancuran Saddam di Irak dianggap akan mampu menghentikan permasalahan minyak dunia dengan peningkatan pasokan. Selama ini produksi minyak Irak telah terganggu karena terbatasnya investasi dan faktor politik di Irak.

Ketiga, pada tanggal 17 September 2002, Gedung Putih dengan titipan pesan dari Bush, mengeluarkan dokumen 30 halaman berjudul The National Security Strategy of The United States. Gambaran umum dari dokumen itu adalah tentang, strategi kebijakan nasional AS yang merefleksikan kesatuan nilai-nilai dan kepentingan nasional mereka. Tujuan dari strategi itu adalah membentuk dunia yang- tentu saja  menurut persepsi AS- tidak saja “lebih aman”, tetapi juga “lebih baik”. Tujuannya adalah, “kebebasan ekonomi dan politik, hubungan serasi dengan negara-negara lain, dan “penghargaan” pada nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam prakteknya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diabaikan oleh AS demi perhitungan ekonomi dan bisnis, sebagaimana terlihat dari agresi ke Irak.

Keempat, konflik internasional selalu melahirkan tragedi kemanusiaan, yaitu situasi di mana setidaknya ribuan warga sipil akan menderita kelaparan atau mati tanpa bantuan internasional. Dalam kasus agresi ke Irak, AS diperkirakan telah menganggarkan dana US$ 60-95 milyar. Dana itu selain digunakan untuk operasi militer, juga untuk rehabilitasi fisik dan kemanusiaan Irak pascaperang.
Kelima, setiap berakhirnya sebuah peperangan, pasti disusul dengan tahap rekonstruksi atau pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Dalam kasus Irak, biaya rekonstruksi Irak pasca agresi AS diperkirakan tidak akan jauh dari angka US$ 200 milyar. Jumlah ini jelas sangat signifikan bagi AS, setidaknya sebanding dengan ongkos yang telah dikeluarkan untuk agresinya ke Irak.
Keenam, pada 5 April 2003, tokoh-tokoh Irak di pengasingan dan sejumlah pejabat senior AS melakukan pertemuan di London. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan minyak internasional akan diberikan peran utama untuk menghidupkan kembali industri perminyakan Irak di masa pasca-agresi.
Selama tiga puluh lima tahun Irak berada dibawah kekuasaan diktator Saddam Hussein. Dengan partai Baath, Saddam menjalankan pemerintahan yang selama ini banyak mengundang kritikan, mulai dari isu senjata pemusnah hingga pelanggaran HAM yang terjadi. Saddam Hussein memang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Irak sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah walaupun itu dilakukan dengan jalan yang konfrontatif. Jatuhnya Saddam Hussein telah menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan Irak. Pemilu yang dimotori pihak Amerika, disambut dengan antusias oleh masyarakat Irak yang selama ini menginginkan terjadinya perubahan. Kini, kaum Syiah sebagai pemenang pemilu, secara tidak langsung telah membawa dimensi baru dalam terjadinya perubahan tata pemerintahan yang semula diktator menjadi demokratis. Sesuatu yang tidak mudah mengingat kondisi Irak yang masih hancur akibat perang.
Melihat permasalahan yang terjadi di Irak, menjadi suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Irak, merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di kawasan Timur Tengah pada umumnya maupun dunia Arab pada khususnya baik dari segi politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Selain aktif dalam Gerakan Non Blok, Irak juga memegang peranan penting dalam OPEC. Jika Irak mengalami masalah maka hal itu akan mengganggu stabilitas politik pada negara kawasan lain.
Pasca agresi militer AS, Irak masih memiliki sejumlah permasalahan dalam negeri yang pelik. Yang menjadi sorotan banyak kalangan internasional adalah perbedaan pandangan kaum Syiah dan Sunni tentang siapa yang paling berhak menjadi pemimpin di Irak. Seperti diketahui, sudah sejak lama kedua pihak tersebut selalu bertentangan dan berbeda pendapat. Syiah di Irak, memiliki pengikut yang lebih banyak jumlahnya dibanding kaum Sunni. Akan tetapi lebih terbelakang karena mereka enggan menerima sistem pendidikan sekular. Akibatnya, mereka memiliki lebih sedikit orang yang terlatih untuk dapat mengisi kedudukan dalam pemerintahan di Irak. Hal ini juga terkait dengan peta perpolitikan di Timur Tengah. Dimana biasanya kaum Syiah menjadi kaum yang terbelakang dan tidak mau menerima perubahan terutama yang merupakan ajaran Barat. Hal ini tidak hanya terjadi Irak, tapi juga di Iran. Dengan kondisi seperti ini, kaum Sunni secara otomatis banyak memegang peranan penting di dalam pemerintahan apalagi mereka mendapat dukungan dari pihak Barat. Di dalam kabinet-kabinet Irak, biasanya golongan Sunni merupakan orang-orang yang mempunyai kedudukan mayoritas di pemerintahan. Di Irak, umat Syiah merupakan kelompok mayoritas atas sekitar 57% dari 24 juta penduduk Irak
.
Kini, pasca agresi militer AS ke Irak, memang sudah saatnya bagi negara mantan pimpinan Saddam tersebut untuk berbenah diri. Keinginan AS untuk menjadikan Irak sebagai negara boneka adalah suatu hal yang sulit. Mengingat semakin gencarnya protes yang dilakukan masyarakat Irak, termasuk golongan Syiah di Irak. Kelompok Syiah yang mayoritas di Irak, 60 persen dari 24 juta penduduknya, bisa menjadi satu-satunya pengancam keberadaan AS di Irak
. Washington harus menyadari bahwa Syiah Irak berasal dari etnis Arab yang berbeda dengan Syiah Persia di Iran. Syiah Irak tetap kuat sentimen nasionalisme dan historisnya yang menganggap supremasi Syiah berada di tanah Arab bukan Persia
.
Ada tiga kelompok etnis atau kelompok sektarian utama di Irak saat ini, yaitu Sunni Arab, Syiah Arab, dan Kurdi. Ketiganya telah menentukan sikapnya secara jelas atas pemilu sesuai dengan kepentingannya. Ada kelompok minoritas seperti Turkman, kaum Kristen, dan lain-lain, yang memilih berkoalisi dengan kekuatan politik lain
.

Ada banyak faktor yang memaksa sikap penduduk Ramadi, Samarra, Kirkuk, Tikrit, Fallujah, dan Baghdad mengalami perubahan ke arah lebih radikal. Pertama, kehadiran langsung pasukan AS di kawasan Muslim Sunni, dan pasukan AS tersebut belum bisa akomodatif dengan sensitivitas struktur masyarakat Irak. Kedua, pengaruh doktrin Tanzim Al Qaeda atas aktivitas Islam Sunni di Irak. Ketiga, terlibatnya aktivis-aktivis organisasi oposisi pada era Saddam Hussein maupun setelahnya, dalam perlawanan terhadap pasukan AS. Keempat, kecemasan kaum Muslim Sunni di Irak atas hilangnya tradisi kekuasaan yang selalu berada di tangan-nya, mengingat semakin kuatnya tuntutan kaum Syiah dan Kurdi untuk mendapatkan kekuasaan secara adil.

Terjadinya silang pendapat antar golongan  tentang siapa yang paling berhak berkuasa di Irak merupakan hal yang tidak akan habis untuk dibahas. Hasil pemilu yang diselenggarakan pada tanggal tiga puluh Januari  2005 adalah, Partai Koalisi Aliansi Irak bersatu pimpinan Ayatullah Ali al- Sistani meraih 48,1 % atau 132 kursi parlemen. Aliansi Partai Utama Kurdi pimpinan Jalal Talabani meraih 25,7% atau 71 kursi parlemen. Partai pimpinan PM Iyad Allawi memperoleh 13,8% atau 38 kursi, sementara itu partai pimpinan Presiden Ghazi al-Yawar hanya memperoleh 5 kursi parlemen.
 Hasil pemilu yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum Syiah yang diwakili oleh partai koalisi Aliansi Irak Bersatu pimpinan Abdul Aziz Al-Hakim, menjadi catatan penting bahwa penyelesaian masalah tidak berhenti di sini. Irak, memang selalu menjadi negara kawasan Timur Tengah yang penuh kontroversi. Pemilu yang telah diselenggarakan memunculkan adanya kekuatan politik baru di Irak yang tidak sejalan dengan Amerika. Padahal, banyak anggapan bahwa pemilu kali ini tidak lain hanya merupakan pemerintahan boneka Amerika, agar negara adi daya itu dapat menguasai Irak. Akibatnya, pemerintah Amerika harus mau menerima hasil dan keputusan pemilu  Irak yang baru walaupun mendapat kenyataan bahwa para pemenang pemilu dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang kritis terhadap AS dan Israel.
Meskipun memiliki perbedaan yang bersifat fundamental, akan tetapi gerakan Syiah dan Sunni Irak sama-sama menolak intervensi asing yang dilakukan oleh AS. Sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah, permasalahan yang melanda Irak menjadi sorotan tajam bagi negara-negara di kawasan. Terlebih pasca pemilu yang dimenangkan oleh golongan Syiah, praktis kondisi politik maupun kebijakan luar negeri yang dijalankan mengalami perubahan yang cukup besar. Suriah yang mengalami putus hubungan dengan Baghdad selama dua dekade, akibat perang Teluk di tahun 1982, secara resmi mengumumkan normalisasi hubungan antara kedua negara.

Masalah fundamental yang dihadapi kaum Syiah dan Sunni salah satunya adalah isu demokratisasi yang menjadi pro dan kontra dalam tubuh pemerintahan Irak. Masalah demokrasi di kawasan Timur Tengah bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi muncul dunia Barat yang selalu menghembuskan perlunya demokrasi di negara-negara Islam dikarenakan adanya anggapan negara Islam selalu menerapkan kebijakan yang bersifat otoriter. Di sisi lain, banyak negara Islam khususnya kawasan Timur Tengah masih ingin mempertahankan kekuasaan monarki yang biasanya jauh dari sistem dan prinsip demokrasi.

Pemilu di Irak yang dimenangkan kaum Syiah memperlihatkan laju praktek demokrasi yang semakin tidak dapat dibendung oleh negara-negara Timur Tengah.
 Sukses pemilu di Palestina dan Irak memperlihatkan bahwa masyarakat muslim, termasuk di negara-negara Arab, sudah gerah dengan sistem otoritarianisme yang membelenggu kebebasan dan hak otonomi warga. Keberhasilan kaum Syiah, Sunni, dan Kurdi melaksanakan pemilu yang dipenuhi ancaman teror, membawa perubahan yang cukup penting terhadap suasana politik di kawasan Timur Tengah terutama dalam hal proses demokrasi dan pengambilan kebijakan pemerintahan yang lebih terbuka.
Keinginan Syiah dan Sunni agar mereka dapat mengatur negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar, telah mendorong negara-negara Timur Tengah untuk menyerukan pada dunia bahwa AS harus segera hengkang dari tanah Irak. Bagi mereka pemerintahan Irak yang baru apabila dipenuhi oleh muatan-muatan politik dan kepentingan-kepentingan asing bukanlah pemerintahan yang sah dan bisa diakui.

Masalah-masalah yang muncul dalam pemerintahan baru Irak menjadi hal yang menarik untuk di teliti, karena mengingat keberadaan Irak sebagai negara yang memiliki pengaruh cukup besar tidak hanya dikawasan Timur Tengah tapi juga dunia internasional dengan kapasitasnya sebagai negara penghasil minyak besar maupun sebagai negara yang kerap mengundang kontroversi dunia internasional. Oleh karenanya, permasalahan yang terjadi di Irak, secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi kondisi stabilitas politik kawasan Timur Tengah. Dari sejumlah gambaran diatas, penulis memiliki keingintahuan yang sangat besar terhadap masalah yang terjadi di Irak sehubungan dengan terbentuknya pemerintahan yang baru pasca agresi militer AS, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “GERAKAN KAUM SYIAH DAN SUNNI DI IRAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONSTELASI POLITIK DI TIMUR TENGAH”. 
B. Identifikasi Masalah

Pemilu yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2005 di Irak mendapat banyak perhatian dari para pengamat politik. Bagaimanapun, walau mendapat hambatan, termasuk dari kalangan Sunni sendiri yang berniat akan memboikot pemilu, namun pemilu ini merupakan bentuk representatif dari masyarakat Irak bahwa mereka menginginkan perubahan mendasar dalam tubuh pemerintahan Irak sepeninggal rezim Saddam Hussein. Semenjak berkuasa di Irak, keinginan kaum syiah yang kuat  untuk mengusir kekuatan asing yakni Amerika mendapat dukungan dari banyak negara Timur Tengah terutama Iran dan Mesir. Persoalan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi beberapa kebijakan luar negeri yang harus diambil oleh negara-negara Timur Tengah yang secara langsung berhubungan dengan Irak.
Dilain pihak, Amerika dengan segala cara berusaha untuk menguasai Irak melalui pemerintahan yang baru. Amerika tentu tidak ingin melepas Irak begitu saja, ada banyak pertimbangan selain faktor ekonomi dan bisnis, diantaranya adalah, jika Amerika dapat menempatkan pasukannya di Irak, maka AS dapat dengan mudah mempertahankan kedudukannya di kawasan Timur Tengah. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang penting baik dari segi bisnis maupun politik. Meskipun banyak negara Timur Tengah yang menentang keberadaan Amerika di sini.   
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembangunan politik di Irak pasca pemilu yang dimenangkan kaum Syiah?

2. Bagaimana hasil pemilu yang dimenangkan kaum Syiah berimplikasi terhadap kondisi politik di Timur Tengah?

3. Sebagai pihak yang selalu berkuasa di Irak, bagaimana kaum Sunni menyikapi kekalahannya pada pemilu kali ini?

4. Sejauhmana campur tangan yang dilakukan Amerika terhadap pemerintahan yang saat ini dikuasai kaum Syiah? Mengingat kaum Syiah dikenal sebagai pihak yang sangat menentang keberadaan AS di Irak.
1. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah pada konflik yang ada di Irak yaitu yang terkait dengan kekuasaan di Irak pasca Saddam Hussein. Fokus masalah dimulai dari jatuhnya rezim Saddam Hussein akibat invasi militer AS tahun 2003 sehingga menyebabkan kekosongan pimpinan kekuasaan di Irak. Pokok permasalahan disini adalah bagaimana pertentangan yang terjadi antara kaum Syiah dan Sunni di Irak dalam tubuh pemerintahan Irak yang baru, berpengaruh terhadap kondisi politik di negara-negara kawasan yang juga memiliki banyak penganut Syiah dan Sunni. Selanjutnya, dimenangkannya pemilu oleh kaum Syiah dan terpilihnya presiden Irak baru dari kaum Kurdi menjadi perhatian yang menarik terhadap perkembangan politik di kawasan Timur Tengah. 
2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, guna mempermudah penelitian, penulis merumuskannya sebagai berikut: “Sejauhmana kemenangan kaum Syiah dalam konteks pembangunan politik Irak dan seberapa jauh implikasinya terhadap konstelasi politik di kawasan Timur Tengah?”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam apakah kemenangan kaum Syiah dalam pemilu mampu membawa perubahan terhadap pembangunan politik di Irak. 
b. Untuk lebih mengetahui bagaimana kondisi politik dalam negeri Irak, terutama sikap kaum Sunni yang selama ini berkuasa di Irak harus kalah oleh kaum Syiah.

c. Untuk mendapatkan pemahaman sejauhmana campur tangan yang dilakukan pihak Amerika di dalam pemerintahan Irak semenjak berkuasanya kaum Syiah yang selama ini menentang AS.
d. Untuk lebih mengetahui bagaimana implikasi kemenangan kaum Syiah dalam pemilu dan menjadi penguasa di Irak terhadap kondisi politik di Timur Tengah.
e. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan politik di negara-negara Timur Tengah ikut terpengaruh sehubungan diadakannya pemilu yang dimenangkan oleh kaum Syiah  di Irak.
2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi di dalam tubuh dan masyarakat Irak pasca invasi militer AS ke Irak.
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang baik kepada mereka yang meneliti masalah yang berhubungan dengan negara Irak maupun kawasan Timur Tengah.

c. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perbendaharaan dan perkembangan ilmu yang berhubungan dengan dunia internasional.

d. Penelitian ini sebagai salah syarat akademik dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis 
1. Kerangka Teoritis

Penelitian ilmiah yang syah secara keilmuan adalah penelitian yang mengikuti aturan-aturan atau perangkat ilmiah. Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penyusunan kerangka berfikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya akan dapat melahirkan kesimpulan. Kesimpulan inilah yang menjadi rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah yang sedang diteliti. 
Kerangka teoritis adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya yang dirangkaikan sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan meliputi segala hal dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusus dan meliputi hal yang berkaitan dengan pembahasan.
Pembahasan penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari pengertian hubungan internasional, yang menurut K.J Holsti 
 adalah: 
Kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi itu disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya.

Dalam suatu hubungan internasional, terjadinya konflik antara suatu negara merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan ataupun persepsi dari masing-masing negara dalam menyikapi suatu masalah yang ada. Pengertian negara disini menurut Miriam Budiarjo
 adalah, “Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah”.
Pada dasarnya, setiap negara akan selalu mengadakan interaksi dengan negara lain. Interaksi ini akan menimbulkan terjadinya timbal balik hubungan, meskipun terdapat banyak perbedaan, supaya tidak terjadi konflik mendalam, diperlukan adanya peran politik internasional dalam mengendalikan hubungan yang ada. Politik internasional menurut Dahlan Nasution
 mempunyai pengertian sebagai berikut: “Pada dasarnya Politik Internasional itu adalah usaha memperjuangkan perbedaan-perbedaan atau sengketa nilai, dan tidak timbul dari kondisi lingkungan objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia atau kondisi tadi” .
Sementara itu, pengertian lain dari Politik Internasional menurut Suwardi Wiriatmadja
 adalah, “Politik Internasional membahas  keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berfokus dan bertitik pada diplomat dan hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya”.
Dalam menjaga suatu hubungan agar tetap harmonis dan tidak menimbulkan pertikaian antar negara, maka suatu negara perlu menerapkan kebijakan politik luar negeri yang sesuai dan berlaku di dalam masyarakat internasional. Hal ini pula yang harus dijalankan oleh negara-negara Timur Tengah terhadap Irak pasca agresi militer AS.Yang dimaksud dengan politik luar negeri menurut Mochtar Kusumaatmadja
 adalah:

Politik luar negeri pada hakekatnya alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton
 pengertian politik luar negeri adalah:
Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
Sedangkan menurut Toma dan Gorman
, kebijakan luar negeri yaitu:

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya, dimana tindakan ini dibentuk di dalam lingkungan domestiknya, dan juga sebagai seperangkat keputusan-keputusan otoritatif yang diambil atas nama negara dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam dunia internasional.

Kebijakan luar negeri suatu negara bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Pengertian kepentingan nasional disini menurut A. Dahlan Nasution
 adalah:

Kepentingan nasional memberikan ukuran konsistensi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasional dalam situasi yang berubah cepat akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangannya dan melanjutkan usaha kearah tujuan dari pada kepentingan dalam usaha menyesuaikan diri dalam situasi baru.

Dalam konteks hubungan Internasional, konflik yang dihadapi oleh negara Irak menandakan adanya suatu konstelasi tingkat tinggi yang harus dihadapi tidak hanya oleh negara Irak, tapi juga negara-negara yang berada di sekitar kawasan. Bagaimanapun, negara-negara lain disekitar secara tidak langsung akan berdampak pula terhadap stabilitas keamanan yang ada. Definisi konflik menurut K.J. Holsti 
yaitu:

Konflik adalah suatu tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap permusuhan, serta jenis tindakan militer dalam diplomasi tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah territorial dan keamanan.

Seperti diketahui, Irak, dibawah pemerintahan Saddam Hussein mengalami banyak intervensi dari dunia internasional yang dalam hal ini paling banyak diwakili oleh Amerika. Pengertian intervensi menurut BN. Marbun
 yaitu: “Intervensi merupakan pengantaran atau perantaraan. Dalam istilah politik sehari-hari intervensi diartikan sebagai tindakan campur tangan dari negara luar dibidang ekonomi, politik, dan militer terhadap urusan dari negara lain”.
Konflik yang terjadi antara Irak dan Amerika memperlihatkan bahwa kedua belah pihak memiliki perbedaan ideologi yang mendasar dan bersifat fundamental. Diantaranya adalah kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh kedua negara tersebut dalam menjalankan perannya di tengah kancah dunia global yang terus memanas. Amerika dikenal sebagai negara besar yang menerapkan prinsip enlargement dan engagement untuk terus dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa dunia. Dengan adanya kedua prinsip tadi, maka dalam penerapannya terhadap negara-negara yang ingin dikuasainya, AS cenderung bersikap ambigu disetiap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Di satu sisi Amerika berusaha membangun dan membantu negara lain keluar dari krisis, akan tetapi di sisi lain Amerika terlihat dengan jelas ingin menghancurkan atau bahkan menguasai negara tersebut dengan cara membuat negara tersebut menjadi ketergantungan terhadap keberadaan Amerika. Hal inilah yang terjadi di Irak. Kedudukan Amerika pasca invasi militernya di negara Irak secara otomatis akan memperkuat posisinya di kawasan Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi incaran dunia barat terutama Amerika karena faktor minyak yang dimiliki kawasan tersebut. Secara eksplisit, Amerika memiliki banyak kepentingan di kawasan Timur Tengah termasuk dengan cara menguasai Irak. 

Kondisi politik dan stabilitas keamanan Timur Tengah yang tidak menentu telah menyebabkan konstelasi politik di kawasan tersebut menjadi sangat tidak stabil. Banyaknya konflik internal maupun eksternal yang menimpa banyak negara Arab, dalam pandangan Riza Sihbudi
, telah menyebabkan berlarut-larutnya konflik di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Irak, sehingga makin menumbuh suburkan gejala terorisme.

Terorisme memang menjadi wacana global dunia internasional. Ironisnya, dunia Islam dan masyarakat muslim mendapat tuduhan sebagai sarang terorisme, padahal justru rakyat muslim mengalami banyak kerugian dari aksi terorisme tersebut. Gencarnya tuduhan yang dialamatkan bagi kaum muslim dunia, semakin menguatkan pandangan internasional tentang Islam sebagai agama yang dipenuhi oleh kekerasan. Kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang banyak dihuni oleh negara-negara Islam Arab mau tidak mau mendapat imbas dari fenomena tersebut.

Akan tetapi yang menarik untuk disimak dalam kondisi politik kawasan Timur Tengah saat ini adalah, makin berkembangnya praktek demokrasi di negara-negara kawasan. Padahal, selama ini kawasan Timur Tengah di kenal sebagai kawasan yang jauh dari demokrasi karena banyak dari negara tersebut yang menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter dan monarki. Kalaupun tidak monarki, maka sistem pemerintahan yang di jalankan adalah sistem dengan satu partai atau dua partai pemerintah yang selalu mendominasi pemilu.

Pemilu Irak dan Palestina, menjadi momentum besar bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. Ini diikuti oleh negara-negara lain, Arab Saudi melaksanakan pemilu parlemen tingkat daerah, di tengah kontroversi menyambut dilarangnya kaum perempuan untuk ikut memilih.

Suriah mulai menarik secara bertahap pasukannya dari perbatasan dengan Lebanon, setelah 30 tahun bercokol di sana, lengkap dengan jaringan intelijen dan pasukan mautnya yang gemar membunuh atau menyiksa warga
. Mesir pun mulai melakukan rencana perubahan konstitusi dalam pemerintahannya yang memungkinkan makin banyaknya kontestan dalam pemilu di Mesir.
Pengamat politik Lebanon, Irfan Nidhamudin, mengatakan bahwa terbuka lagi proses perdamaian di Timur Tengah. Jika proses demokrasi semakin kuat di jalankan oleh masyarakat muslin, maka pihak Barat akan dapat bersikap lebih kooperatif, hal ini penting dilakukan, mengingat kucuran dana yang akan diperoleh bagi kaum muslim untuk meningkatkan tingkat ekonomi. Gelombang demokrasi semakin tidak terbendung di kawasan Timur Tengah. Masyarakat muslim sudah gerah dengan tekanan-tekanan politik yang mharus mereka terima selama ini. Selain faktor luar, yaitu tekanan dari Amerika yang selalu menginginkan adanya demokrasi di Timur Tengah, sejumlah kondisi objektif di kawasan tersebut juga telah menyebabkan makin kuatnya arus demokrasi. Tekanan demografi menjadi salah satu faktor penting. Jumlah penduduk yang semakin banyak, tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kenyamanan hidup yang memadai. Di lain pihak sumber-sumber pendapatan terus menipis, sementara sistem politik kian terasa mandul, dan ketidakadilan sosial semakin tinggi. 
Irak  sejak pemerintahan Saddam Hussein yang terkenal diktator selama 35 tahun, termasuk negara yang tidak menerapkan ajaran demokrasi. Oleh karena itu, wajar kiranya jika dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein, terjadi perebutan kekuasaan siapa yang paling berhak untuk menduduki kursi jabatan di dalam pemerintahan parlementer Irak. Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter.
 
Dalam pandangannya, demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.”
Demokrasi, di dalam kinerja pemerintah Irak, mungkin belum terwujud dengan baik, akan tetapi  pemilu kali ini merupakan salah satu perwujudan akan adanya keinginan yang besar dari masyarakat Irak untuk segera berbenah dalam merekonstruksi negara yang telah hancur akibat perang. Pemilu yang mendapat dukungan dari pihak AS akan memilih 275 anggota parlemen yang tugas utamanya adalah merancang konstitusi  permanen republik Irak.
 Rancangan konstitusi ini nantinya akan dibawa ke referendum untuk diterima atau ditolak oleh rakyat Irak. Jika diterima, konstitusi tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pemilihan umum berikutnya.
Meskipun terjadi persaingan yang kuat antara golongan Syiah dan Sunni dalam pemerintahan di Irak, namun keduanya dan golongan lain yang ada di Irak, menyambut dengan antusias pemerintahan yang bebas dari rezim diktator dan menginginkan kebebasan. Sikap dari negara-negara tetangga seperti pemerintah Mesir, kerajaan Jordania, Arab Saudi, Qatar, Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam juga memberikan dukungan yang positif terhadap pembentukan pemerintahan yang baru di Irak. Pemilu Irak yang baru saja berlangsung, meskipun dianggap sebagai langkah awal yang cukup representatif menuju terciptanya sistem demokrasi, akan tetapi sejumlah kalangan dalam dan luar negeri menyimpan kekhawatiran akan adanya campur tangan Amerika dalam menentukan nasib masyarakat Irak di masa mendatang.

Timur Tengah merupakan kawasan terpenting dalam dunia Islam. Jika arah demokrasi semakin kuat tercipta, maka hal ini akan menjadi suatu hal yang sangat bagus bagi dunia Islam. Konstelasi politik di kawasan Timur Tengah memang selalu mengalami perubahan tajam. Apalagi saat ini dengan makin maraknya ancaman yang ditebar oleh para terorisme yang terus mewarnai politik internasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya tekanan pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan di kawasan ini. Kondisi politik ini menyebabkan setiap negara harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengamankan posisinya. Terkait dengan permasalahan Irak, yang mengalami transisi kekuasaan dari Saddam Hussein kepada kaum Syiah, maka negara-negara tetangga mengubah kebijakan luar negerinya. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan negara masing-masing juga untuk kepentingan kawasan. 
Dari beberapa kajian teoritis yang telah diungkapkan diatas, untuk mengarahkan dan sekaligus menguatkan munculnya hipotesis, maka penulis mencoba mengemukakan asumsi dasar sebagai berikut:
1. Adanya keinginan Amerika untuk terus menguasai Irak, hal ini berkaitan untuk memperkuat posisi AS di kawasan Timur Tengah.
2. Pemilu Irak memperlihatkan bahwa rakyat Irak menginginkan terjadinya perubahan dalam pemerintahan yang selama ini diktator ke arah yang demokratis dan lebih terbuka. 
3. Kemenangan kaum Syiah menjadi momentum perubahan yang cukup signifikan dalam pemerintah Irak yang selama ini dikuasai oleh kaum Sunni.
4. Adanya perubahan politik di kawasan Timur Tengah semenjak berkuasanya kaum Syiah di Irak. 
2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Jika gerakan kaum Syiah dan Sunni dalam mengatur pemerintahan di Irak ikut mempengaruhi konstelasi politik di Timur Tengah, maka kebijakan politik luar negeri negara-negara kawasan Timur Tengah akan ikut berubah”
Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis).
	Variabel dalam Hipotesis

(teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Jika gerakan kaum Syiah dan Sunni  dalam mengatur pemerintahan mempengaruhi konstelasi politik di Timur Tengah.

	1. Pertentangan antara kaum Syiah dan Sunni.
2. Diadakannya pemilu.

3. Kemenangan Kaum Syiah dalam Pemilu Irak.

4. Adanya perubahan kondisi politik di Timur Tengah pasca pemilu Irak.
	1. Data (fakta dan angka) mengenai pertentangan antara kaum Syiah dan Sunni.
2. Data (fakta dan angka) mengenai diadakannya pemilu di Irak.

3. Data (fakta dan angka) mengenai kemenangan kaum Syiah dalam pemilu Irak.
4. Data (fakta dan angka) mengenai adanya perubahan kondisi politik di Timur Tengah pasca agresi AS ke Irak

	Variabel terikat:
Maka kebijakan politik luar negeri negara-negara kawasan Timur Tengah  akan ikut berubah
	5. Kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah.
6. Dukungan negara-negara Timur Tengah terhadap pemerintahan Irak yang baru. 
7. Berkembangnya proses demokratisasi.
	5. Data (fakta dan angka) mengenai kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah.
6. Data (fakta dan angka) mengenai dukungan negara-negara kawasan terhadap pemerintahan Irak yang baru..

7. Data (fakta dan angka) mengenai berkembangnya proses demokratisasi. 


Skema Analisis

[image: image1]
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis

Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa korelasionis, yaitu penelitian yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Pada kasus ini gerakan kaum Syiah dan Sunni Irak sebagai variabel independen dan konstelasi politik di kawasan Timur Tengah yang bertindak sebagai variable dependen berada pada tingkat yang sama.
2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian:

Metode penelitian deskriptif , yaitu metode yang digunakan untuk mendekripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena yang ada pada masa sekarang. Kaitannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan fenomena pertentangan kepentingan yang terjadi antara kaum Syiah dan Sunni Irak dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap kawasan Timur Tengah terutama pasca pemilu yang menandai Irak dengan sejarah konstitusi baru yang menerapkan ajaran demokrasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Jalan Tanah Abang III/ 23-27, Jakarta.

2. Departemen Luar Negeri

Jalan Taman Pejambon no. 6 Jakarta.
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jl. Gatot Subroto No. 8 Jakarta

4. Kompas

Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta

5. Kedutaan Besar Irak

Jl. Teuku Umar No. 38 Jakarta Pusat

Lama Penelitian
Lamanya Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah kurang lebih selama enam bulan.
.
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